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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah meneliti, membahas, menguraikan dan menganalisis, maka 

dalam penelitian ini dapat dijadikan beberapa kesimpulan yang menjadi 

jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan dalam 

pembahasan hal ini adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan Pembiayaan h}iwa>lah yang ada di BMT Mandiri Sejahtera 

dengan menetapkan ujrah sebesar 20% pada setiap tahunnya. Apabila 

ada yang mengajukan pembiayaan h{iwa>lah dan ingin melunasinya dalam 

jangka waktu 2 tahun maka ujrahnya 20% dikalikan dengan 2. Semakain 

lama masa nasabah melunasi pembiayaan h{iwa>lah, maka semakin 

banyak juga ujrah yang harus dibayar. Anggota atau nasabah yang ingin 

mengajukan pembiayaan harus memunuhi persyaratan yang sudah 

ditentukan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera, termasuk dalam 

penetapan ujrah. 

2. Praktik Pembiayaan h{iwa>lah di BMT Mandiri Sejahtera Desa 

Karangcangkring Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang 

menerapkan ujrah dengan berdasarkan besaran pinjaman tidak 

diperbolehkan dalam hukum Islam karena Jasa dari h{iwa>lah adalah 

imbalan untuk pekerjaan dalam memproses take over hutang bukan 

imbalan dari dana talangan. Jasa h{iwa>lah tidak berubah dengan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71 

 

 

berubahnya masa pelunasan hutang, berdasarkan Fatwa DSN 58/DSN-

MUI/V/2007 tentang h{iwa>lah bil ujrah dan Fatwa DSN 31/DSN-

MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang. 

B. SARAN 

BMT Mandiri Sejahtera desa Karangcangkring kecamatan Dukun 

Kabupaten Gresik disarankan untuk meninjau kembali besaran ujrah yang 

diterapkan dalam pembiayaan h}iwa>lah selama ini. Pihak BMT Mandiri 

Sejahtera juga disarankan untuk menyelaraskan praktik pembiayaan 

h{iwa>lahnya dengan Fatwa DSN MUI tentang h{iwa>lah, Pengalihan Hutang, 

dan h{iwa>lah bil ujrah agar ujrah yang diterapkan sesuai dengan prinsip 

syariah. 

 


